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Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak mengamanatkan media 

massa termasuk salah satunya media komunitas untuk 

berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan 

anak dengan melakukan upaya pencegahan kekerasan 

terhadap anak; 

b. bahwa untuk meningkatkan peran serta media 

komunitas dalam melakukan pencegahan kekerasan 

terhadap anak perlu disusun pedoman; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tentang Pedoman Peran Serta Media 

Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 103); 

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PERAN SERTA 

MEDIA KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN 

TERHADAP ANAK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

2. Pencegahan adalah segala upaya untuk menghilangkan 

resiko serta dampak buruk dari kekerasan terhadap 

Anak. 

3. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan 

terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum. 

4. Media Komunitas adalah media yang didirikan dari, oleh, 

dan untuk komunitas yang dikelola untuk membantu 

masyarakat dalam memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

 

Pasal 2 

Maksud penyusunan pedoman ini sebagai acuan bagi Media 

Komunitas dan memudahkan penggiat Media Komunitas 

dalam menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang 

bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. 

 

Pasal 3 

(1) Pedoman peran serta Media Komunitas dalam 

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak memuat tentang: 

a. Kekerasan terhadap Anak; 

b. Media Komunitas; 
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c. langkah-langkah Pencegahan Kekerasan terhadap 

Anak melalui Media Komunitas; dan 

d. kriteria keberhasilan. 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB II  

PELAKSANAAN 

 

Pasal 4 

Media Komunitas dalam upaya Pencegahan Kekerasan 

terhadap Anak melakukan langkah: 

a. memetakan wilayah yang rentan atau banyak terjadinya 

Kekerasan terhadap Anak; 

b. menyiapkan sumber daya manusia yang dapat 

memahami dan mempunyai kemampuan menyampaikan 

informasi dan materi edukasi yang bermanfaat tentang 

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak; dan 

c. menyiapkan bahan informasi dan materi edukasi 

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dikemas 

secara menarik, berkualitas, dan disesuaikan dengan 

kondisi masyarakat. 

 

Pasal 5 

Sumber daya manusia pada Media Komunitas dalam 

penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang 

bermanfaat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 

harus memperhatikan: 

a. norma agama; 

b. moralitas;  

c. rasionalitas; 

d. keadilan; dan 

e. kemanusiaan. 
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Pasal 6 

(1) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang 

memperhatikan norma agama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk mendorong 

masyarakat agar tidak melakukan Kekerasan terhadap 

Anak karena kekerasan dilarang oleh agama. 

(2) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang 

memperhatikan moralitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf b dilakukan untuk mendorong masyarakat 

agar melaksanakan tanggung jawab moral guna 

mencegah Kekerasan terhadap Anak.  

(3) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang 

memperhatikan rasionalitas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk mendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya 

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang didukung 

berbagai bukti yang relevan tentang dampak Kekerasan 

terhadap Anak. 

(4) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang 

memperhatikan keadilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf d dilakukan dengan mendorong 

masyarakat agar mencegah Kekerasan terhadap Anak 

sehingga tidak terjadi ketidakadilan akibat adanya 

kekerasan tersebut.  

(5) Penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang 

memperhatikan kemanusiaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf e dilakukan agar masyarakat 

mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi untuk 

melindungi Anak dari kekerasan.  

 

Pasal 7 

Kriteria keberhasilan peran serta Media Komunitas dalam 

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yaitu: 

a. meningkatnya jumlah Media Komunitas yang 

menyebarluaskan informasi dan materi edukasi tentang 

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak; 
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b. adanya umpan balik berupa informasi dari penerima 

informasi tentang upaya Pencegahan Kekerasan terhadap 

Anak yang dilakukan atau adanya kemungkinan terjadi 

Kekerasan terhadap Anak; 

c. meningkatnya laporan pengaduan Kekerasan terhadap 

Anak; dan 

d. penurunan angka Kekerasan terhadap Anak. 

 

Pasal 8 

Untuk meningkatkan peran serta Media Komunitas dalam 

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Menteri dapat 

melakukan: 

a. kerja sama dengan Media Komunitas di pusat untuk 

penyebarluasan infomasi dan materi edukasi yang 

bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, 

agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan 

kepentingan terbaik bagi Anak; 

b. pelatihan terhadap pelatih dalam menyampaikan 

informasi dan materi edukasi tentang Pencegahan 

Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas; dan 

c. pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi tentang 

pentingnya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 

melalui Media Komunitas serta mendorong pemerintah 

daerah kabupaten/kota dalam upaya Pencegahan 

Kekerasan terhadap Anak melalui Media Komunitas. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Oktober 2019 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YOHANA YEMBISE 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Oktober 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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